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Abstract: Digitalization of migration administration is a strategic step in increasing the efficiency and transpar-
ency of immigration and population management. This research aims to analyze the implementation of digital
technology, such as the M-Paspor application, Immigration Management Information System (SIMKIM), and the
Sobat Dukcapil platform, as well as the challenges faced in this process. Descriptive qualitative research methods
were used by collecting data through literature studies, interviews and digital system observations. The research
results show that digitalization has succeeded in speeding up administrative services, increasing the accuracy of
biometric verification, and facilitating data integration. However, the main challenges include limited technolog-
ical infrastructure, gaps in human resource competencies, resistance to change, and security and data privacy
risks. The research conclusions emphasize the importance of multi-stakeholder commitment, increased infrastruc-
ture capacity, and clear regulations to ensure the sustainability of digital transformation. Digitalization has the
potential to optimize public services, as long as it is accompanied by a holistic strategy to overcome technical,
social and policy obstacles.
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Abstrak: Digitalisasi administrasi migrasi merupakan langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi dan
transparansi pengelolaan imigrasi dan kependudukan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi
teknologi digital, seperti aplikasi M-Paspor, Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM), dan platform
Sobat Dukcapil, serta tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut. Metode penelitian kualitatif deskriptif
digunakan dengan pengumpulan data melalui studi literatur, wawancara, dan observasi sistem digital. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi berhasil mempercepat layanan administratif, meningkatkan akurasi
verifikasi biometrik, dan memfasilitasi integrasi data. Namun, tantangan utama meliputi keterbatasan infrastruktur
teknologi, kesenjangan kompetensi sumber daya manusia, resistensi terhadap perubahan, serta risiko keamanan
dan privasi data. Kesimpulan penelitian menekankan pentingnya komitmen multistakeholder, peningkatan
kapasitas infrastruktur, dan regulasi yang jelas untuk memastikan keberlanjutan transformasi digital. Digitalisasi
berpotensi mengoptimalkan pelayanan publik, asalkan disertai strategi yang holistik untuk mengatasi hambatan
teknis, sosial, dan kebijakan.

Kata kunci: Digitalisasi; Administrasi Migrasi; Teknologi Imigrasi; E-Government; Keamanan Data

1. PENDAHULUAN

Digitalisasi administrasi migrasi merupakan langkah strategis dalam meningkatkan
efisiensi dan efektivitas pengelolaan imigrasi dan kependudukan. Penerapan teknologi infor-
masi dalam layanan keimigrasian memungkinkan proses yang lebih cepat, transparan, dan
akuntabel, sejalan dengan prinsip good governance. Salah satu inovasi yang telah diterapkan
adalah aplikasi M-Paspor yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi pada 27 Januari
2022. Aplikasi ini memungkinkan pendaftaran permohonan paspor secara online, verifikasi
data melalui wawancara, dan pembayaran PNBP di awal, sehingga mempercepat proses pela-
yanan paspor [1].
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Selain itu, Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengembangkan Sistem Informasi Mana-
jemen Keimigrasian (SIMKIM) yang mengintegrasikan seluruh fungsi keimigrasian baik di
dalam maupun di luar negeri. Penerapan SIMKIM memungkinkan penyeragaman dan penga-
manan proses penerbitan paspor dan visa yang memenuhi standar International Civil Aviation
Organization (ICAQO), serta meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pemegang paspor
Republik Indonesia [2].

Transformasi digital dalam layanan keimigrasian juga mencakup implementasi sistem
identifikasi biometrik berbasis pengenalan wajah pada One Platform SIMKIM Terintegrasi.
Sistem ini memungkinkan verifikasi identitas secara cepat dan akurat dengan menghubungkan
database asing, database Indonesia, database cekal, dan database Interpol. Penerapan teknologi
ini diharapkan dapat meningkatkan performa kinerja layanan digital dan mempercepat proses
verifikasi dari 15 detik menjadi satu detik [3].

Di tingkat daerah, implementasi e-government juga diterapkan dalam layanan admin-
istrasi kependudukan. Contohnya adalah platform Sobat Dukcapil yang dikembangkan oleh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang. Platform ini memungkinkan pela-
yanan administrasi kependudukan secara digital dengan waktu pelayanan hanya dua hari kerja,
meningkatkan kualitas pelayanan, dan mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh masyara-
kat [4].

Meskipun berbagai inovasi telah diterapkan, terdapat tantangan dalam proses digitalisasi
administrasi migrasi. Tantangan tersebut meliputi peningkatan fasilitas sistem jaringan kom-
puter dan internet, pembaruan perangkat, peningkatan kemampuan personel dalam men-
gaplikasikan teknologi digital, perubahan kebiasaan masyarakat dari sistem manual ke digital,
serta sosialisasi penggunaan sistem teknologi pelayanan digital kepada masyarakat [5].

Selain itu, implementasi aplikasi M-Paspor juga menghadapi tantangan seperti aksesibil-
itas teknologi yang masih terbatas, perlindungan data pribadi yang sensitif, dan inklusivitas
bagi masyarakat dengan keterbatasan atau kebutuhan khusus. Oleh karena itu, diperlukan
upaya untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program M-Paspor dalam mendukung
digitalisasi pelayanan publik secara lebih luas [6].

Secara keseluruhan, digitalisasi administrasi migrasi melalui implementasi teknologi da-
lam pengelolaan imigrasi dan kependudukan merupakan langkah penting dalam meningkatkan
kualitas pelayanan publik. Namun, keberhasilan implementasi tersebut memerlukan komitmen
dari berbagai pihak, peningkatan infrastruktur teknologi, serta edukasi dan sosialisasi kepada

masyarakat untuk memastikan adopsi teknologi yang optimal dan inklusif.
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2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode kualitatif dengan pen-
dekatan deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi teknologi digital
dalam administrasi migrasi, khususnya dalam pengelolaan imigrasi dan kependudukan. Data
dikumpulkan melalui studi literatur, analisis kebijakan, serta wawancara dengan penduduk
yang menggunakan layanan digital. Selain itu, observasi terhadap sistem digital yang diterap-
kan oleh instansi terkait juga dilakukan untuk memahami efektivitas, tantangan, dan dampak
digitalisasi dalam administrasi migrasi.

Teknik analisis data dilakukan secara tematik dengan mengidentifikasi pola dan tren da-
lam implementasi teknologi di sektor imigrasi dan kependudukan. Hasil analisis akan
dibandingkan dengan praktik terbaik di negara lain untuk memberikan rekomendasi kebijakan
yang lebih efektif. Validitas data dijaga dengan triangulasi sumber, yaitu membandingkan data
dari berbagai metode pengumpulan informasi guna memperoleh kesimpulan yang akurat dan
komprehensif. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan
mengenai peran digitalisasi dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas
layanan imigrasi serta kependudukan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Peran Digitalisasi dalam Administrasi Migrasi

Digitalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor, termasuk ad-
ministrasi migrasi. Dengan meningkatnya mobilitas manusia lintas negara, pengelolaan
migrasi menjadi tantangan yang kompleks. Sistem berbasis digital dapat meningkatkan
efisiensi, transparansi, dan keamanan dalam administrasi migrasi [7].

Proses administratif dalam migrasi, seperti pendaftaran imigran, verifikasi dokumen, dan
izin tinggal, kini dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat melalui sistem digital. Imple-
mentasi e-government memungkinkan pengolahan data yang lebih efisien dibandingkan
metode konvensional [8].

Digitalisasi juga berperan dalam meningkatkan keamanan data migran. Dengan teknologi
seperti biometrik dan blockchain, data identitas dapat tersimpan dengan aman dan meminimal-
isir risiko pemalsuan dokumen [9]. Negara-negara kini menggunakan sistem berbasis digital
untuk mengelola perbatasan mereka. Penggunaan kecerdasan buatan (Al) dan analisis data be-
sar (big data) dapat membantu dalam mendeteksi pola migrasi ilegal dan meningkatkan

pengawasan perbatasan [10].
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Dalam kasus migrasi paksa, digitalisasi membantu pencatatan pengungsi dan pemrosesan
aplikasi suaka dengan lebih cepat. Sistem berbasis cloud memungkinkan akses data yang lebih
mudah bagi organisasi kemanusiaan dan pemerintah [11]. Meskipun digitalisasi membawa
manfaat besar, terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya, seperti keterbatasan infra-
struktur, masalah privasi data, dan risiko serangan siber. Oleh karena itu, regulasi yang jelas
dan sistem keamanan yang kuat sangat diperlukan [12].

Perkembangan teknologi dalam administrasi migrasi juga berdampak pada aspek sosial
dan ekonomi. Digitalisasi dapat mengurangi biaya administrasi bagi pemerintah dan migran,
serta meningkatkan integrasi sosial dengan menyediakan akses layanan digital bagi imigran
[13]. Beberapa negara telah mengadopsi sistem digital dalam pengajuan visa dan izin tinggal.
Aplikasi daring dan pemrosesan otomatis dapat mengurangi birokrasi serta mempercepat
pengambilan keputusan dalam penerbitan dokumen perjalanan [14].

Kerja sama antarnegara sangat penting dalam pengembangan sistem digital migrasi. Per-
tukaran data dan informasi antar pemerintah dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan
migrasi global, terutama dalam penanganan imigrasi ilegal [15]. Teknologi Al dan big data
dapat digunakan untuk menganalisis tren migrasi, sehingga pemerintah dapat mengambil ke-
bijakan yang lebih tepat. Dengan menganalisis pola pergerakan populasi, langkah-langkah
strategis dapat dirancang untuk mengelola arus migrasi secara efektif [16].

Pemerintah perlu menetapkan regulasi yang jelas terkait penggunaan teknologi dalam ad-
ministrasi migrasi. Standarisasi sistem digital antar negara dan perlindungan data pribadi men-
jadi aspek penting yang harus diperhatikan dalam pengembangan kebijakan migrasi digital
[17]. Digitalisasi memiliki peran krusial dalam meningkatkan efisiensi, keamanan, dan efek-
tivitas administrasi migrasi. Dengan dukungan infrastruktur yang memadai dan regulasi yang
tepat, teknologi digital dapat menjadi solusi inovatif dalam menghadapi tantangan migrasi

global di era modern [18].

3.2. Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi Teknologi Imigrasi

Implementasi teknologi dalam bidang imigrasi merupakan langkah strategis untuk
meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan kepada masyarakat. Namun, proses
ini tidak terlepas dari berbagai tantangan dan hambatan yang perlu diatasi agar tujuan transfor-
masi digital dapat tercapai secara optimal. Hambatan yang muncul mencakup berbagai aspek,
mulai dari infrastruktur teknologi, kompetensi sumber daya manusia, hingga regulasi yang be-

lum sepenuhnya mendukung.
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Salah satu kendala utama dalam digitalisasi birokrasi, termasuk di sektor imigrasi, adalah
keterbatasan infrastruktur teknologi. Di banyak daerah, terutama di wilayah terpencil, akses
internet yang stabil dan cepat masih menjadi masalah. Selain itu, ketersediaan perangkat keras
dan jaringan telekomunikasi yang memadai belum merata, sehingga menghambat implemen-
tasi sistem digital yang efektif [19].

Selain infrastruktur, tantangan lain yang dihadapi adalah kurangnya kompetensi digital di
kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di sektor imigrasi. Banyak pegawai yang
terbiasa dengan sistem manual belum memiliki keterampilan yang cukup dalam menggunakan
teknologi digital. Kurangnya pelatihan dan peningkatan kapasitas di bidang teknologi infor-
masi menyebabkan proses digitalisasi berjalan lambat dan kurang optimal [20].

Budaya kerja konvensional dan resistensi terhadap perubahan juga menjadi hambatan da-
lam implementasi teknologi imigrasi. Banyak pegawai merasa nyaman dengan prosedur kon-
vensional dan menunjukkan resistensi terhadap perubahan menuju sistem yang lebih modern
dan berbasis teknologi. Perubahan budaya kerja memerlukan waktu serta komitmen dari se-
luruh lapisan birokrasi untuk dapat beradaptasi dengan sistem baru [21].

Selain itu, kompleksitas dalam integrasi sistem antarinstansi menjadi tantangan tersendiri.
Setiap instansi sering kali memiliki sistem digital yang berbeda dan tidak saling terhubung,
sehingga menyulitkan pertukaran data dan informasi. Proses integrasi yang kompleks ini mem-
butuhkan waktu, biaya, serta tenaga ahli untuk menyatukan berbagai platform yang ada agar
dapat beroperasi secara terpadu [22].

Regulasi yang belum jelas dan kebijakan yang belum konsisten juga menjadi faktor peng-
hambat dalam implementasi teknologi imigrasi. Meskipun pemerintah pusat telah mendorong
penerapan teknologi dalam birokrasi, regulasi yang mengatur pelaksanaan digitalisasi di ting-
kat daerah atau instansi tertentu masih belum jelas atau tidak selaras, sehingga menciptakan
kebingungan di tingkat pelaksana dan memperlambat proses transformasi digital [23].

Di sisi lain, kesenjangan digital di kalangan masyarakat turut menjadi tantangan dalam
implementasi teknologi imigrasi. Sebagian masyarakat masih belum familiar atau memiliki
akses terhadap teknologi digital. Di wilayah pedesaan atau di kalangan masyarakat berpengha-
silan rendah, akses terhadap internet dan perangkat teknologi masih terbatas, sehingga me-
nyebabkan ketimpangan dalam pemanfaatan layanan digital [24].

Manajemen perubahan yang lemah juga menjadi faktor yang menghambat transformasi
digital di sektor imigrasi. Pemerintah harus memastikan bahwa seluruh pegawai siap untuk

beradaptasi dengan sistem baru dan dapat menjalankannya dengan baik. Namun, sering kali
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manajemen perubahan ini kurang terencana dengan baik, sehingga menimbulkan kebingungan
atau penolakan dari para pegawai [25].

Kurangnya anggaran dan investasi teknologi juga menjadi hambatan besar dalam imple-
mentasi teknologi imigrasi. Digitalisasi birokrasi memerlukan investasi besar, baik untuk pen-
gadaan infrastruktur teknologi maupun pengembangan sistem digital. Sayangnya, tidak semua
instansi pemerintah memiliki anggaran yang cukup untuk mendukung proses ini, sehingga dig-
italisasi sering kali terhenti di tengah jalan atau hanya terbatas pada beberapa layanan tertentu
[26].

Keamanan dan privasi data menjadi aspek yang sangat krusial dalam penerapan teknologi
imigrasi. Seiring dengan meningkatnya penggunaan sistem digital dalam birokrasi, ancaman
terhadap keamanan data pribadi warga negara semakin meningkat. Pemerintah harus memas-
tikan bahwa sistem yang digunakan memiliki protokol keamanan yang kuat untuk menghindari
kebocoran data atau serangan siber yang dapat merugikan negara dan masyarakat [27].

Dengan berbagai tantangan yang ada, implementasi teknologi dalam sistem imigrasi me-
merlukan perencanaan yang matang serta koordinasi yang baik antara berbagai pihak terkait.
Pemerintah harus berupaya mengatasi hambatan tersebut dengan meningkatkan infrastruktur,
meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, menyusun regulasi yang jelas, serta memasti-
kan keamanan data. Dengan demikian, proses digitalisasi di sektor imigrasi dapat berjalan

dengan lebih efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

3.3. Dampak Digitalisasi terhadap Mobilitas Penduduk dan Keamanan Nasional

Digitalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manu-
sia, termasuk mobilitas penduduk dan keamanan nasional. Kemajuan teknologi informasi dan
komunikasi (TIK) memungkinkan individu untuk berpindah dengan lebih mudah, sementara
di sisi lain juga menciptakan tantangan baru bagi sistem keamanan negara. Artikel ini memba-
has bagaimana digitalisasi mempengaruhi kedua aspek tersebut dengan tinjauan terhadap
penelitian dan kebijakan terkini.

Digitalisasi mempermudah mobilitas penduduk melalui berbagai inovasi dalam trans-
portasi, pekerjaan jarak jauh, serta akses informasi yang lebih cepat dan akurat. Teknologi sep-
erti aplikasi navigasi berbasis GPS, tiket digital, serta layanan ride-sharing memungkinkan in-
dividu untuk bepergian dengan lebih efisien [28]. Selain itu, munculnya konsep smart cities
meningkatkan efisiensi infrastruktur transportasi yang berdampak pada penurunan kemacetan
dan peningkatan kualitas hidup [29]. Kemajuan digital juga mempengaruhi pola migrasi dan

urbanisasi. Dengan meningkatnya peluang kerja berbasis digital, banyak individu dapat bekerja
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dari lokasi mana pun tanpa harus bermigrasi ke kota besar. Namun, di sisi lain, akses yang
lebih mudah terhadap informasi mengenai peluang ekonomi mendorong perpindahan
penduduk ke daerah yang lebih maju secara digital [30].

Digitalisasi membawa tantangan baru bagi keamanan nasional. Ancaman siber semakin
meningkat, termasuk serangan peretasan terhadap sistem pemerintahan dan infrastruktur vital
negara. Keamanan siber menjadi prioritas utama bagi banyak negara dalam upaya melindungi
data dan sistem dari ancaman global [31]. Teknologi digital juga meningkatkan efektivitas
pengawasan dan keamanan publik melalui penggunaan kamera pengawas berbasis kecerdasan
buatan (Al), analitik big data, serta sistem pengenalan wajah. Hal ini memungkinkan
pemerintah untuk merespons ancaman keamanan dengan lebih cepat dan akurat [32]. Namun,
aspek privasi menjadi perhatian utama yang memicu perdebatan mengenai batasan antara kea-
manan dan hak individu [33].

Ancaman digital tidak hanya terbatas pada serangan terhadap infrastruktur negara tetapi
juga kejahatan siber seperti pencurian identitas, penyebaran disinformasi, serta terorisme ber-
basis digital. Kelompok teroris semakin memanfaatkan teknologi digital untuk merekrut ang-
gota, menyebarkan propaganda, dan merencanakan serangan [34]. Oleh karena itu, pemerintah
harus memperkuat regulasi serta strategi keamanan siber yang efektif. Untuk mengatasi tan-
tangan keamanan yang muncul akibat digitalisasi, berbagai negara telah mengadopsi regulasi
yang lebih ketat terkait dengan perlindungan data dan keamanan siber. Contohnya, Uni Eropa
menerapkan General Data Protection Regulation (GDPR) yang mengatur bagaimana data
pribadi diproses dan disimpan oleh perusahaan maupun pemerintah [35].

Pandemi COVID-19 menjadi contoh bagaimana digitalisasi dapat mengubah pola mobil-
itas penduduk. Dengan diberlakukannya kebijakan work from home (WFH) serta pembatasan
perjalanan, teknologi digital memainkan peran penting dalam menjaga keberlanjutan aktivitas
ekonomi dan sosial [36]. Selain itu, penggunaan aplikasi pelacakan kontak membantu dalam
upaya mitigasi penyebaran virus dengan meningkatkan pengawasan terhadap mobilitas indi-
vidu. Dalam menghadapi ancaman digital, negara harus mengembangkan strategi keamanan
yang lebih adaptif. Pendekatan berbasis teknologi, seperti penggunaan Al untuk deteksi an-
caman siber, serta peningkatan kerja sama internasional dalam menangani kejahatan digital,
menjadi solusi yang diadopsi oleh banyak negara [37].

Digitalisasi tidak hanya membawa manfaat tetapi juga tantangan etika dan sosial.
Penggunaan teknologi pengawasan yang semakin canggih memunculkan kekhawatiran terkait
kebebasan sipil dan hak privasi. Oleh karena itu, perlu ada keseimbangan antara keamanan dan

hak individu dalam implementasi kebijakan digitalisasi [38]. Digitalisasi memberikan dampak
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signifikan terhadap mobilitas penduduk dan keamanan nasional. Meskipun membawa manfaat
besar dalam meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas, digitalisasi juga menimbulkan tantangan
baru yang harus diatasi melalui regulasi, strategi keamanan siber, dan kerja sama antarnegara.
Dengan pendekatan yang tepat, manfaat digitalisasi dapat dioptimalkan tanpa mengorbankan

keamanan dan privasi individu.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem
digital dalam administrasi migrasi dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik serta
meminimalkan birokrasi yang kompleks. Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam hal
infrastruktur teknologi dan kesiapan sumber daya manusia yang perlu diatasi agar
implementasi digitalisasi berjalan optimal. Kesimpulannya, penerapan teknologi dalam
administrasi imigrasi dan kependudukan memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi
dan keamanan sistem, namun memerlukan strategi yang matang untuk mengatasi kendala yang

ada.
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